


1) Pelaksanaan pelatihan a tau workshop pengawasan partisipatif.

2) Pendidikan politik untuk kader PMII seputar regulasi dan etika pemilu.

2.2. Sosialisasi dan Kampanye Publik 

1) Kampanye Bersama mengenai Pemilu/Pemilihan yang jujur dan adil

2) Sosialisasi anti politik uang, hoaks, dan isu sara

2.3. Keterlibatan dalam Pengawasan Partisipatif 

1) Rekrutmen kader PMII sebagai relawan pengawas partisipatif

2) Pemantauan proses tahapan pemilu/pemilihan dan pelaporan dugaan

pelanggaran

2.4. Dialog dan Forum Demokrasi 

1) Penyelenggaraan seminar, diskusi publik, dan dialog kebangsaan

2) Kolaborasi dalam forum penguatan demokrasi local

2.5. Pemanfaatan Media dan Teknologi 

1) Produksi konten edukatifkepemiluan Bersama

2) Pemantauan media sosial untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran

3) Meningkatkan Penguatan Literasi Digital

PASAL3 

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK 

3.1. PIHAK PERTAMA Menyediakan narasumber, materi pelatihan, dan dukungan 

teknis; 

3.2. PIHAK KEDUA Menyediakan kader, menjangkau basis mahasiswa dan masyarakat, 

serta menyampaikan hasil pemantauan. 

PASAL4 

WAKTU DAN TEMPAT KERJA SAMA 

4.1. Kerja sama ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya naskah perjanjian ini 

dan berakhir pada selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2029; 

4.2. PIHAK PERT AMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk merinci jadwal dan tempat 

kerja sama dalam addendum yang akan ditetapkan setelah penandatanganan 

perjanjian ini. 

PASALS 

PEMBIAYAAN 

Disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan dapat melibatkan pihak ketiga 

yang tidak mengikat secara politik 

PASAL6 

KEADAAN KAHAR 

6.1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas kegagalan atau keterlambatan 

dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang 

dibebaskan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan 

bukan disebabkan kesalahan sala satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya 






